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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Llk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur  39 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  tidak  ada, tempat

kediaman  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di

Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama  tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dalam surat  gugatannya  tertanggal  25  November

2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Lolak dengan  Register  Nomor  432/Pdt.G/2020/PA.Llk

tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 yang telah dicatatkan di Kantor  Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Provinsi  Sulawesi  Utara,  sebagaimana  Kutipan  Akta Nikah  Nomor  :

xxx/07/VII/2017 tanggal  26 Juli 2017;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  orangtua  Tergugat  di  Dusun  II,  Desa  Lolan  II,  Kecamatan
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Bolaang Tmur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup

bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semulanya berjalan

lancar,rukun  dan harmonis  namun sejak  Bulan Mei  2020  sudah sering

terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  yang mengakibatkan

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat disebabkan; 

 Tergugat sering minum-minuman keras;

 Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

 Tergugat  tidak  dapat  menerima  bahwa  Penggugat  belum  bisa

memberikan keturunan;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  terjadi  pada

bulan  Juli  2020,  Penggugat  sudah  tidak  tahan  lagi  dengan  sikap  dan

perilaku  Tergugat  sehingga  Penggugat  pergi  dari  tempat  kediaman  dan

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal

bersama  lagi  sampai  sekarang  sudah  kurang  lebih  (dua)  hari  lamanya

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan  tidak  dapat

terwujud,  sehingga  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi

Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalah  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat;

8. Bahwa  penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Lolak  cq.  Majelis
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Hakim  untuk  dapat  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR  :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat   putus  karena

perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak  ternyata

ketidakdatangan  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah

menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat

membina  kembali  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Bahwa,  selanjutnya  persidangan  dilaksanankan  secara  tertutup  untuk

umum,  kemudian  pemeriksaan  dimulai  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/07/VII/2017 tanggal  26 Juli 2017,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur,

Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, telah bermaterai

dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi : 
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1. Saksi  I,  umur  58  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan swasta,  tempat

kediaman  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  dibawah  sumpahnya

memberikan keterangan  sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tokoh adat di kampong Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah

belum dikaruniai anak; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

orangtua Tergugat  di  Dusun II,  Desa Lolan  II,  Kecamatan Bolaang

Timur,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  Provinsi  Sulawesi  Utara

sampai dengan terjadinya perpisahan;

- Bahwa  saksi  mengetahui kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020

sudah  tidak  rukun  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa saksi  mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras;

- Bahwa saksi  tidak  mengetahui Tergugat  telah  berselingkuh dengan

perempuan lain;

- Bahwa saksi  tidak mengetahui  Penggugat  dan Tergugat  bertengkar

karena Tergugat tidak dapat menerima bahwa Penggugat belum bisa

memberikan keturunan;

- Bahwa  saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  pertengkaran  terjadi

pada  bulan  Juli 2020,  Tergugat  pergi  dari  rumah  meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa  saksi  melihat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah

tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

- Bahwa  saksi  mengetahui selama  berpisah  tidak  ada  komunikasi

antara  Penggugat  dan  Tergugat  dan  tidak  pula  ada  nafkah  untuk

Penggugat;
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- Bahwa saksi sebagai sebagai tokoh lembaga adat di kampung telah

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun

tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, karena

Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi  II,  umur  43  tahun,  agama Islam,  pekerjaan Ibu  rumah tangga,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  dibawah

sumpahnya memberikan keterangan  sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah

belum dikaruniai anak; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

orangtua Tergugat  di  Dusun II,  Desa Lolan  II,  Kecamatan Bolaang

Timur,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  Provinsi  Sulawesi  Utara

sampai dengan terjadinya perpisahan;

- Bahwa  saksi  mengetahui kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020

sudah  tidak  rukun  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa saksi  mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras;

- Bahwa saksi  tidak  mengetahui Tergugat  telah  berselingkuh dengan

perempuan lain;

- Bahwa saksi  tidak mengetahui  Penggugat  dan Tergugat  bertengkar

karena Tergugat tidak dapat menerima bahwa Penggugat belum bisa

memberikan keturunan;

- Bahwa  saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  pertengkaran  terjadi

pada  bulan  Juli 2020,  Tergugat  pergi  dari  rumah  meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa  saksi  melihat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah

tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
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- Bahwa  saksi  mengetahui selama  berpisah  tidak  ada  komunikasi

antara  Penggugat  dan  Tergugat  dan  tidak  pula  ada  nafkah  untuk

Penggugat;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  untuk  mendamaikan,  karena

Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas  keterangan  saksi  tersebut  Penggugat  tidak  berkeberatan

dan menerimanya;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti

tersebut  dan  tidak  bisa  menghadirkan  saksinya  lagi,  dan  Penggugat

menyatakan bersedia mengucapkan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-

dalil gugatannya;

Bahwa  di  depan  sidang  Penggugat  menyatakan  akan  mengajukan

kesimpulan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  kehendaknya  untuk  bercerai

dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang

selengkapnya  telah  dicatat  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini  sebagai

bagian tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses

mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan; 

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat

kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat

bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  namun  tidak  berhasil,

karenanya  ketentuan  Pasal  154  R.Bg.  ayat  (1)  jo.  Pasal  82  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa

alasan yang sah,  dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke

persidangan sebagai  wakil  dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama

Lolak  telah  memanggilnya  secara  resmi  dan  patut,  sebagaimana  ketentuan

Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat

dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  gugatan  Penggugat  adalah

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena

sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta

telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan

talak satu bain sugra Tergugat  terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil  gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik,

telah  bermaterai dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan

mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

tanggal  26 Juli  2017, tercatat  di  Kantor Urusan Agama Kecamatan  Bolaang

Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara,  oleh karena

itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan

Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  dan saksi  2  merupakan fakta

yang diketahui  sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus  dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Pemohon tersebut

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya,  maka berdasarkan
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ketentuan  Pasal  309 R.Bg,  keterangan tersebut  dapat  dipertimbangkan dan

diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut,

terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat

merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2017

dan belum dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sejak bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa akibat pertengkaran terus menerus

akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima)

bulan lamanya;

3. Bahwa  selama  berpisah,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada

komunikasi, dan  tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal

antara  Penggugat  dan  Tergugat,  Tergugat  meninggalkan  Penggugat,

dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin menceraikan Tergugat,

tidak  berhasilnya  penasihatan  yang  dilakukan  Majelis  Hakim,  hal  tersebut

menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi  perselisihan dan sudah

sangat sulit disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta tersebut di  atas,  majelis hakim

berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,

dengan  alasan  sebagaimana  dikemukakan  dalam surat  gugatan  Penggugat

tersebut,  telah  memenuhi  alasan  hukum  dan  permohonan tersebut  telah

terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI  Nomor  :  379/K/AG/1995 tanggal  26  Maret  1997 yang

menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak

ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
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retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II

halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : 

أدعت       إذا التفريق تطلبمنالقاضى للزوجة إن

إضرارا   بها إضراراالزوج

Artinya : "Sungguh bagi istri  dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila

terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan

suaminya"; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,   Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa  alasan-alasan perceraian  dalam

perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

memiliki  cukup  alasan,  maka  gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, 

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan 

Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal

149 RBg);

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo  termasuk  bidang  perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan  segala  peraturan  dan  perundang-undangan  yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  terhadap Penggugat;

4. Membebankan  biaya perkara  kepada  Penggugat  sejumlah Rp401.000,00

(empat ratus satu satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Adam,

S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Alfian Muhammady,

S.Sy.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Sitti  Aisa  Halidu,  S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

  H. Mohamad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I. Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan Penggugat : Rp95.000,00

4. Panggilan Tergugat : Rp190.000,00

5. PNBP akta panggilan : Rp20.000,00

6. Redaksi : Rp10.000,00

7. Meterai : Rp6.000,  00  

J u m l a h : Rp401.000,00 

(empat ratus satu ribu rupiah)
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